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KetuaPUTUSAN
Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxXxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN
DHARMASRAYA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
DHARMASRAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Plj,
tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Barat, pada tanggal 28 Juli 20017, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor :0170/027/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi

Sumatera Barat, pada tanggal 28 Juli 2017,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah bersama yang beralamat di di XXXXXX XXXXXXXX X,
XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Timpeh, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagai suami istri, dan dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang
bernama:
3.1. Anak, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir,
Sijunjung, 17 September 2017, Pendidikan Belum Sekolah;

4, Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
4.1. Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami
dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenubhi
nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;

4.2 Kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan
keluarga;
4.3. Tergugat sering temperamental terhadap Penggugat dan

anak Penggugat;
4.4, Sering main sama wanita lain

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November Tahun 2017,
disebabkan oleh ada messenger Face Book masuk dari selingkuhan
Tergugat, ketika mesenger tersebut masuk, dilihat oleh Penggugat di dalam
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messenger tersebut terdapat chatingan sayang sayangan dengan wanita
lain selanjutnya Penggugat komplin menanyakan dengan berucap “ini siapa
pacar mu” lalu Tergugat menjawab “iya emang kenapa” lalu Tergugat
menyampaikan kekesalannya kepada Penggugat dan berkata “mikir sendiri
aja kamu” Penggugat mengatakan kalau kamu masih masih main dengan
wanita lain maka ceraikan saja aku dan pada saat itu Tergugat langsung
pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai gugatan ini

diajukan;

6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat
tinggal di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA,
Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di ruma orang tuanya
di di XXXXXX XXXXXXXX X, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Timpeh,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-
masing sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak mau lagi

untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;

8. Bahwa Dberdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat
menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak
dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat

membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f)
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh
karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau

Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;
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10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa dan mengadili

gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai

ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 24 November 2023 dan 1
Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/027/VII/2017 yang dikeluarkan

oleh KUA Sitiung XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi Sumatera Barat, pada

tanggal 28 Juli 2017 diberi tanda P dan diparaf;
B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KAB. DHARMASRAYA;, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Famili/Tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 28 Juli 2017 di KUA Sitiung XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi
Sumatera Barat;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama
di rumah kediaman bersama di KABUPATEN DHARMASRAYA,
Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Jenis kelamin perempuan,
Tempat dan tanggal lahir, Sijunjung, 17 September 2017,
Pendidikan Belum Sekolah;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Oktober tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan
kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah
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kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat Kurangnya perhatian terhadap Penggugat dan

keluarga;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak Oktober tahun 2017 sampai dengan sekarang

dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat pergi saja darirumah tanpa alas an yang jelas

sehingga sudah beberapa kali dimediasikan namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXX, bertempat tinggal di Jorong Trimulya, Nagari XXXXXXXXXXXXX,
XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada

tanggal 28 Juli 2017 di KUA Sitiung XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi

Sumatera Barat;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama

di rumah kediaman bersama di KABUPATEN DHARMASRAYA,

Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Jenis kelamin perempuan,
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Tempat dan tanggal lahir, Sijunjung, 17 September 2017,
Pendidikan Belum Sekolah;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Oktober tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan
kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah
kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat Kurangnya perhatian terhadap Penggugat dan
keluarga;

- Bahwa Tergugat pergi saja darirumah tanpa alas an yang jelas
sehingga sudah beberapa kali dimediasikan namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak Oktober tahun 2017 sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau
Punjung dan maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara
Agama Islam sejak tanggal 28 Juli 2017 maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga
dimana Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat dan
keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
dilakukan oleh Penggugat;

2. Bahwa Tergugat Kurangnya perhatian terhadap Penggugat dan

keluarga;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Oktober 2017

yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak

keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
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Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua

keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sekitar 7 tahun lebih sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
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Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in  shugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp1050000,00 (satujuta lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Khairul Badri,Lc.,
MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.l dan Ahmad Fathoni, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmadina Zaid,
SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua
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Afif Waldy, S.H.I Khairul Badri,Lc., MA
Hakim Anggota

Ahmad Fathoni, S.H.I.
Panitera Pengganti

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 70.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 690.000,00
4. PBT : Rp. 230.000,00
5. Meterai :_Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 1050.000,00

(satujuta lima puluh ribu rupiah)
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